
BUPATI KERINCI 
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 

NOMOR 900 / Kep. 2025 

TENTANG 

PENUNJUICKAN BANK TEMPAT MEMBUKA REKENING KAS UMUM DAERAH 
KABUPATEN KERINCI 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku 
Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka Rekening 
Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Umum yang 
ditunjuk. 

b. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Penetapan Bank Umum sebagai tempat 
membuka Rekening Kas Daerah ditetapkan oleh Bupati. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu 
ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang 
Penunjukkan Bank Tempat membuka Rekening Kas 
Umum Daerah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 
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